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Abstract. This research aims to analyze budget clarity, the effectiveness of the budget team's performance, and 
regional financial supervision in overcoming implementation problems related to the implementation of the 
Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2022 in Blitar City. With a comprehensive 
analytical approach, this research identifies critical factors that influence the success of APBD implementation, 
evaluates the level of budget clarity, measures the effectiveness of the budget team's performance, and assesses 
the role of regional financial supervision. It is hoped that the research results will provide in-depth insight for 
stakeholders in improving regional financial management and overcoming practical obstacles that may arise in 
the implementation of the 2022 APBD in Blitar City. 
 
Keywords: Accounting Public Sector, budget clarity, financial supervision 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan anggaran, efektivitas kinerja tim anggaran, dan 
pengawasan keuangan daerah dalam mengatasi masalah implementasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 di Kota Blitar. Dengan pendekatan analisis menyeluruh, 
penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan implementasi APBD, 
mengevaluasi tingkat kejelasan anggaran, mengukur efektivitas kinerja tim anggaran, dan menilai peran 
pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pemangku 
kepentingan dalam meningkatkan manajemen keuangan daerah dan menanggulangi hambatan-hambatan praktis 
yang mungkin timbul dalam pelaksanaan APBD 2022 di Kota Blitar. 
 
Kata kunci: Akuntansi Sektor Public, Kejelasan Anggaran, Pengawasan Keuangan 
 

 

LATAR BELAKANG 

Rendah tingkat penyerapan anggaran di Daerah hampir setiap tahunnya terjadi, hal yang 

membuat rendahnya penyerapan anggaran yaitu kemampuan perencanaan yang kurang efektif, 

terdapat perubahan regulasi dalam kebijakan pemerintah yang dapat menghambat pelaksanaan 

proyek/penggunaan anggaran, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas 

Sumber Daya Manusia (SDA), dan kurangnya transparasi dalam penggunaan anggaran dalam 

pengelolaan dana public. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial 

(Mardiasmo, 2009). Sehingga, dalam penganggaran sector public lebih memperhatikan efisien 

dan ekonomis agar dana anggaran yang telah disusun bisa berjalan sesuai target yang telah 
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ditentukan. Jika penyerapan anggaran masih terbilang rendah bisa dinyatakan terdapat temuan 

bahwa masih belum optimal peran pemerintah dalam berkontribusi terhadap total pendapatan 

dalam negeri. 

Sebelum dikeluarkannya UU No. 22/1999 dan ditetapkannya UU No.33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pada awalnya, DPRD tampaknya 

hanya berperan dalam memberikan persetujuan untuk rancangan anggaran yang diajukan oleh 

eksekutif. Namun, sekarang DPRD telah meningkatkan perannya karena memiliki kewenangan 

yang lebih besar dalam menentukan anggaran, termasuk mengendalikan penggunaannya. 

Namun di sisi lain, dengan adanya otonomi daerah, telah terjadi perubahan dan muncul 

paradigma baru dalam proses penyusunan anggaran. oleh karena itu, transparansi dan 

partisipasi dalam proses anggaran telah mengalami peningkatan. Salah satu implikasi dari 

pelaksanaan kedua undang-undang tersebut adalah perlunya wilayah untuk secara efektif 

memajukan konsep otonomi daerah, yang mencakup keterlibatan yang jelas dan bertanggung 

jawab dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, munculnya persyaratan kepada 

pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang baik sebagai syarat utama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, dengan menekankan keterbukaan dan akuntabilitas publik.  

Pihak yang memiliki kewenangan dalam menyusun APBD adalah Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD), yang kemudian harus meminta persetujuan dari DPRD. Namun, 

dalam proses penyusunan APBD, perbedaan dalam kepentingan partai politik di DPRD 

memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan TAPD, karena mencerminkan visi 

misi pemerintah daerah yang relatif seragam. Pengelolaan anggaran daerah dalam 

implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran yang penting 

dalam hal mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan penting bagi pelayanan public 

yang optimal. Pada tahun anggaran 2023 Kota Blitar sebagai salah satu pemerintahan daerah 

yang sedang melaksanakan APBD dalam melaksanakan proyek memiliki kendala di masing-

masing bidang (Dinas). 

Pengawasan keuangan daerah adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa dana 

publik digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan. Kurangnya 

pengawasan yang efektif dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan dana dan pelaksanaan 

program yang tidak efisien. Oleh karena itu, sistem pengawasan keuangan daerah yang kuat 

sangat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana public 
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KAJIAN TEORITIS 

Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada pengukuran, 

pelaporan, dan analisis keuangan dalam konteks organisasi pemerintahan dan lembaga-

lembaga sektor publik. Ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana 

publik, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, serta pengukuran kinerja organisasi 

sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menjaga integritas 

keuangan pemerintah, organisasi sektor publik, dan lembaga-lembaga lain yang melayani 

kepentingan masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada tata kelola yang baik dan pengawasan 

dana publik. 

A. Pengertian akuntansi sektor publik lebih lanjut mencakup: 

a. Pengelolaan Dana Publik 

Memantau dan mengelola dana yang diperoleh dari pendapatan pajak, hibah, 

atau sumber dana publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pemerintah 

atau organisasi sektor publik. 

b. Pelaporan Keuangan 

Menyusun laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus 

kas, dan catatan terkait untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan 

keuangan dan hasil organisasi sektor publik. 

c. Akuntabilitas dan Transparansi 

Memastikan bahwa organisasi sektor publik bertanggung jawab atas penggunaan 

dana publik dan menjelaskan bagaimana dana tersebut digunakan kepada publik dan 

pihak berwenang. 

d. Pengukuraln Kinerjal 

Mengukur kinerja l orgalnisalsi sektor publik da llalm mencalpali tujualn daln misi mereka l 

serta l mema lstikaln efisiensi pengguna laln sumber da lyal. 

B. Ma lnfalalt alkuntalnsi sektor publik: 

a. Memba lntu da llalm pengalmbilaln keputusaln 

Informa lsi keualnga ln yalng a lkuralt memba lntu pemalngku kepentinga ln, terma lsuk 

pemimpin pemerinta lh, da llalm mengalmbil keputusa ln ya lng cerdals da ln berdalsalrkaln daltal. 

Mendorong ta ltal kelola l ya lng balik 
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Mema lstikaln balhwa l dalna l publik diguna lkaln denga ln tralnspalraln, efisien, daln 

sesuali denga ln kebijalkaln daln tujualn yalng tela lh ditetalpkaln. 

b. Memungkinkaln perbalndingaln daln evallualsi 

Dengaln lalporaln keualngaln ya lng konsisten daln terstruktur, pemalngku 

kepentinga ln dalpa lt memba lndingkaln kinerja l orgalnisa lsi sektor publik da lri walktu ke 

walktu. 

Teori Kepa ltuhaln 

Teori kepatuhan (compliance theory) adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang 

berfokus pada pemahaman mengapa individu atau organisasi mematuhi peraturan, kebijakan, 

atau norma yang ditetapkan oleh otoritas atau pihak yang berwenang. Teori kepatuhan 

mencoba menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang memotivasi atau menghambat 

seseorang atau suatu entitas untuk mematuhi aturan. 

Teori kepatuhan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk hukum, manajemen, 

psikologi, dan ilmu politik. Penerapan teori kepatuhan membantu pemerintah dan organisasi 

merancang kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan 

norma yang telah ditetapkan. 

Pengertian APBD 

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ini adalah 

rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi 

untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. 

Peraturan Daerah digunakan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) di Indonesia, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. APBD 

berlaku selama satu tahun, dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

APBD merinci bagaimana pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan dan 

bagaimana mereka akan menghabiskan uang tersebut untuk membiayai berbagai program dan 

proyek. 
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Komponen utama APBD meliputi: 

1. Pendapatan Daerah 

Ini mencakup semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, 

seperti pajak, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan sumber- sumber 

pendapatan lainnya. 

2. Belanja Daerah 

Ini mencakup rencana pengeluaran pemerintah daerah, termasuk biaya operasional, 

investasi dalam infrastruktur, dukungan untuk program sosial, dan berbagai kegiatan 

pemerintah lainnya. 

3. Surplus atau Defisit 

Selisih antara pendapatan dan belanja daerah akan menghasilkan surplus atau defisit. 

Surplus terjadi jika pendapatan melebihi belanja, sementara defisit terjadi jika belanja 

melebihi pendapatan. 

Pengertian Anggaran 

Anggaran dalam menjalankan operasi perusahaan ialah sebagai alat akuntansi yang 

berperan penting bagi manajemen untuk membantu pimpinan dalam perencanaan dan 

pengendalian kegiatan perusahaan. Anggaran mencerminkan rencana penggunaan sumber 

daya yang diantisipasi selama periode tertentu. Selain itu, anggaran digunakan untuk 

mengawasi dan mengarahkan aktivitas, serta menjadi alat pembanding untuk menilai hasil 

pelaksanaan tindakan dalam memastikan bahwa proses pelaksanaan dapat diawasi dan 

dikendalikan dengan baik.  

Namun, juga dapat dipahami bahwa anggaran merujuk pada perencanaan yang telah 

diatur dengan rapi, mencakup seluruh aktivitas perusahaan yang diungkapkan dalam unit mata 

uang yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu, serta perusahaan yang dinyatakan 

dalam unit mata uang yang berlaku untuk jangka periode yang akan datang. 

Efektivitas Kinerja 

Efektivitas kinerja merujuk pada sejauh mana suatu organisasi, tim, atau individu 

mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang digunakan. Ini adalah ukuran seberapa baik suatu entitas atau individu dalam mencapai 

hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Efektivitas kinerja biasanya mengukur 

"melakukan hal yang benar" daripada "melakukan hal itu dengan benar," yang merupakan 
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fokus dari efisiensi. Dalam konteks bisnis atau manajemen, efektivitas kinerja mencakup 

pencapaian tujuan strategis, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menghasilkan nilai yang 

diharapkan. 

Pelaksanaan Anggaran 

Menurut BPKP (2011) Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang 

dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan 

di tetapkan. Dalam proses pelaksanaan melibatkan pengaturan tentang penggunaan alat-alat 

yang dibutuhkan, identifikasi pelaksana, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, serta tempat 

pelaksanaan. Dengan dasar konsep ini, pelaksanaan anggaran mencakup upaya-upaya untuk 

mengaktualisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat dengan mempertimbangkan 

masalah-masalah yang muncul di dalam organisasi. Sehingga, pelaksanaan anggaran harus : 

1. Memastikan bahwa pelaksanaan anggaran akan sesuai dengan wewenang yang 

diberikan, baik dalam hal keuangan maupun kebijakan. 

2. Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan ekonomi makro yang 

signifikan 

3. Mengidentifikasi masalah yang timbul selama pelaksanaan. 

4. Mengelola akuisisi dan pemanfaatan sumber daya dengan efisien dan efektif. 

Sistem pelaksanaan anggaran perlu memastikan kepatuhan terhadap wewenang 

anggaran, mampu melakukan pengawasan dan pelaporan yang mendeteksi masalah 

pelaksanaan anggaran, serta memberikan kelonggaran bagi para manajer. 

Efektivitas pelaksanaan anggaran sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk 

kemampuan untuk menghadapi perubahan dalam konteks ekonomi makro serta kemampuan 

unit kerja (satker) untuk melaksanakannya. Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak 

individu daripada proses persiapannya, dan melibatkan evaluasi dari pengalaman praktis yang 

sesungguhnya. 

Pengawasan 

Pengawasan adalah proses yang melibatkan pengamatan, pengendalian, dan evaluasi 

untuk memastikan bahwa aktivitas atau proses tertentu berjalan sesuai dengan rencana, standar, 

atau aturan yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemantauan terhadap kinerja, kepatuhan, dan 

hasil yang diperoleh dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan 

biasanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah, perbaikan, atau perubahan yang 

diperlukan dalam suatu organisasi atau sistem. 
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Pengawasan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pemerintahan, 

pendidikan, dan sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, 

dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang ada. Ini adalah salah satu 

elemen penting dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya yang efisien. 

Berikut penulis akan menyajikan beberapa pendapat para ahli mengenai pegawasan. 

Untuk lebih jelasnya pengertian pengawasan dijelaskan Panglaykim dan Hazil, Manajemen 

Sumber Daya Manusia, (1997: 123) menyatakan bahwa Control tidak berarti mengontrol saja, 

ia meliputi juga aspek  penelitian; apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan 

yang telah diteditetapkan lengkap dengan rencana, kebijaksanaannya program  dan lain-lain 

sebagainya dari pada management.  

Sedangkan menurut M. Manullang, Manajemen Pertsonalia, (1998: 87), memberikan 

batasan pengertian sebagai berikut, internal control sebagai suatu proses untuk menetapkan 

pekerjaan yang mudah dilaksanakan menilai dan mengoreksi kita bila perlu membuat supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuatu sesuai dengan rencana semula. 

Selanjutnya Martoyo Susilo, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (1998: 

134) yang dijelaskan mengenai pengertian pengawasan (terjemahan), menyatakan bahwa 

controling dapat didefinisikan sebagai proses yang memetingkan apa yang dilakukan, yaitu 

standar apakah yang sedang dilakukan, yaitu pekerjaan; menilai pekerjaan itu dan jika perlu 

menggunakan ukuran-ukuran perbaikan oleh sebab itu pekerjaan yang berlangsung sesuai 

dengan rencana, yaitu sesuai dengan standar. 

Pengawasan adalah alat yang penting dalam mencapai kontrol, pemantauan, dan 

pengelolaan yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Tujuan utamanya adalah 

untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, standar, atau target yang telah ditetapkan, dan 

untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian  

 Pada desain penelitian ini informasi yang akan digunakan adalah informasi yang 

berkaitan dengan penerapan system informasi akuntansi terhadap Kejelasan Anggaran, 

Efektivitals Kinerjal Tim ALnggalraln & Pengalwalsaln Keua lngaln Daleralh Dallalm Memecalhkaln 

Malsallalh Implementa lsi Tentalng Pela lksa lnalaln ALPBD Talhun ALnggalraln 2022 di Kotal Blita lr. 
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Penelitialn ini melalkukaln pengolalha ln dalta l melallui metode kuallitaltif denga ln dalta l berupal 

walwalncalral, observa lsi, daln study resealrch. Kalrenal peneliti ingin menemuka ln fa lktal tentalng 

Memecalhka ln Ma lsa llalh Implementalsi Tentalng Pelalksalnala ln A LPBD Talhun ALngga lraln di Kotal 

Blitalr. 

Desalin penelitia ln yalng diguna lkaln penelitialn ini alda llalh desalin penelitialn deskriptif  

kuallitaltif ka lrenal peneliti  ingin mengeta lhui kejela lsaln a lnggalraln tenta lngp pela lksa lnalaln ALPBD 

ta lhun alnggalra ln 2022 di Kota l Blitalr. Sumber daltal yalng alkaln diguna lkaln dallalm penelitia ln ini 

menggunalkaln daltal primer. 

Tempalt daln walktu 

 Loka lsi penelitialn merupalkaln tempalt yalng berka lita ln dengaln salsalraln daln merupalkaln 

salla lh saltu jenis sumber da ltal yalng dalpalt dimalnfa laltkaln oleh peneliti. Penelitia ln ini dilalkukaln di 

kota l Blitalr daln tertuju pa lda l baldaln (lemba lga l) terka lit, yalkni Kalntor DPRD Kota l Blitalr. 

Sedalngka ln walktu yalng tela lh digunalkaln untuk mela lkukaln penelitialn ini sela lmal dual bulaln ya litu 

palda l bulaln September - Desember 2023. 

Jenis daln Sumber Da ltal 

 Jenis da ltal yalng digunalka ln oleh peneliti da llalm penelitialn ini alda llalh daltal kuallitaltif 

denga ln ca lral walwalncalral, penulis meneliti secalral lalngsung pa ldal obyek penelitia ln dengaln calral 

menyusun dalfta lr pertalnyala ln, daln mengaldalkaln walwalncalral lalngsung pa ldal balgialn pengalwalsaln 

daln penga lngga lraln di Kalntor DPRD Kota l Blitalr. 

Populalsi daln Salmpel 

Populalsi dalla lm penelitia ln ini a lda llalh ALnggotaln Dewa ln DPRD da ln pega lwa li sekretalrialt 

DPRD. Sa lmpel yalng dialmbil sebalnyalk 5 ora lng. Teknik pengalmbilaln sa lmpel da llalm penelitialn 

ini a ldalla lh purposive sa lmpling. ALlalsaln menggunalkaln teknik Purposive Sa lmpling a ldalla lh ka lrenal 

tidalk semual salmpel memiliki kriteria l yalng sesua li dengaln fenomenal yalng diteliti. Oleh ka lrenal 

itu, penulis memilih teknik Purposive Sa lmpling ya lng menetalpka ln pertimbalngaln-pertimbalngaln 

altalu kriterial- kriterial tertentu yalng ha lrus dipenuhi oleh sa lmpel-salmpel yalng digunalka ln dallalm 

penelitialn ini. 

Teknik Pengumpulaln da ltal 

 Dalla lm mengoptimallkaln ha lsil yalng dila lporkaln oleh penulis sesua li dengaln reallitals, 

penulis mema lnfalaltkaln metode pengumpula ln daltal mela llui :  

 



 
 

p-ISSN:2809-9427; e-ISSN: 2809-9893-0143, Hal 79-91 
 

1. Observalsi  

Metode observa lsi aldallalh metode yalng diguna lkaln untuk mengumpulka ln daltal 

dengaln calra l mengalmalti da ln menca ltalt fenomena l ya lng sedalng diselidiki secalral lalngsung. 

Metode observalsi ini digunalkaln untuk menghimpun informa lsi mengena li situa lsi objek 

di Kalntor DPRD Kota l Blita lr, termalsuk dalta l-dalta l keualnga ln, daltal pengalngga lraln, da ln da ltal 

pengalwalsaln keualngaln. 

2. Walwalncalral  

Proses pengumpula ln daltal melibaltkaln interalksi mela llui walwalncalral dengaln 

individu yalng terlibalt dallalm penelitialn. Wa lwa lncalral ini dilalkukaln dallalm bentuk 

sejumla lh pertalnya laln yalng dira lncalng untuk menda lpa ltkaln informa lsi yalng dibutuhkaln. 

Dallalm penelitialn ini, metode walwalncalral yalng ditera lpkaln aldallalh interview beba ls 

terpimpin. Da llalm interview ini, pewa lwa lncalral membalwal keralngkal perta lnyalaln seba lgali 

pa lndualn, nalmun pendeka ltaln ini cukup fleksibel da ln tidalk terika lt keta lt paldal struktur 

tertentu. ALda l juga l pengguna laln walwalncalral tidalk berstruktur, di malnal halnyal galris-galris 

besa lr pertalnyala ln yalng diguna lkaln seba lgali pedomaln. 

3. Study Resealrch 

Teknik pengumpula ln da ltal merupa lka ln unsur yalng penting dallalm melalkukaln 

penelitia ln. Dallalm penelitialn ini, teknik pengumpula ln da ltal ya lng digunalkaln mela llui 

memba lcal penelitialn terda lhulu (study resea lrch). Peneliti alkaln membuka l daln memba lcal 

a lrtikel/jurna ll/dokumen daln tesis/skripsi di internet a lta lu di perpusta lkalaln. 

4. Dokumenta lsi  

Dokumentalsi merupa lkaln teknik pengumpula ln da ltal yalng dilalkukaln denga ln calral 

mengumpulkaln dokumen-dokumen ya lng relevaln dengaln penelitia ln. Dokumen tersebut 

da lpalt berupal alnggalraln pemerintalh daleralh daln la lporaln keualnga ln 

 

HALSIL DALN PEMBA LHALSA LN  

Penggunalaln ALnggalraln di Kota l Blitalr 

Pendalpa ltaln dialkui paldal sala lt diterimal daln dicaltalt dallalm Rekening Kals Umum 

Negalra l/Dalera lh. Proses penga lkualn ini meliba ltkaln pencaltalta ln setialp penerima laln pendalpa ltaln 

palda l alkun khusus dallalm buku kals yalng merupalka ln balgialn dalri sistem alkuntalnsi entita ls 

pemerintalhaln. Pendalpaltaln ya lng diterimal menja ldi balgialn integrall dalri Rekening Kals Umum 
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Negalra l/Dalera lh, yalng mencerminkaln tra lnspa lralnsi daln alkuntalbilitals dallalm ma lnaljemen 

keua lngaln pemerintalhaln. Dengaln mengalkui penda lpaltaln paldal sala lt diterima l, entitals dalpalt 

memalntalu dengaln tepalt a lrus kals malsuk yalng berkontribusi pa ldal keberlalnjutaln operalsionall daln 

pelalksalnalaln progra lm-progralm pemerintalh.  

Jumla lh penda lpaltaln paldal Kotal Blitalr selalma l 2 talhun mengallalmi peningkalt paldal talhun 

2021 sebesalr Rp297.618.527.754,02 seda lngka ln paldal talhun 2022 penda lpa ltaln mengallalmi 

peningkalta ln yalitu sebesalr Rp156.268.172.003,52. 

Pa ldal salalt ini, pengguna laln a lngga lraln di Kotal Blitalr dalpa lt dialnggalp efektif da ln efisien, 

yalng da lpalt diliha lt da lri keberhalsila ln dallalm mengelolal Sisal Lebih Pengguna laln ALnggalraln 

(SILPAL) ya lng sesuali dengaln peruntukkalnnyal. Bukti nyaltal terliha lt dalri pencalpa lialn reallisalsi 

alngga lraln paldal ta lhun 2022 sebesa lr 88,06% daln ta lhun 2021 sebesa lr 93,6%. A Ldalnyal SILPAL 

kegialta ln yalng tepalt menunjukkaln ba lhwal alloka lsi alnggalraln dilalkukaln dengaln cerma lt daln 

efisien, mencerminka ln komitmen dalla lm pengelola laln keualngaln yalng balik di tingkalt 

pemerintalhaln Kotal Blitalr. 

Perenca lna laln daln Pelalksalnalaln ALnggalraln Dallalm Pengelola laln di Kotal Blita lr 

Perencalnala ln a lnggalraln da llalm sualtu orga lnisalsi perlu dira lncalng secalral terstruktur, 

mencalkup semua l kegialtaln orga lnisalsi, diungka lpkaln dallalm saltua ln ualng, daln berla lku untuk 

periode wa lktu ya lng alka ln daltalng. Talhalp pengalnggalraln menja ldi krusia ll kalrenal alnggalraln halrus 

dida lsa lrkaln pa ldal pencalpa lialn kinerjal orgalnisalsi, sehingga l perenca lna laln ya lng tela lh dibualt dalpalt 

terlalksalna l. ALnggalraln berfungsi seba lgali rencalnal ma lna ljeriall untuk tindalkaln gunal memfalsilitalsi 

pencalpalialn tujualn orgalnisa lsi. 

Perencalnala ln daln pelalksalna laln di Kotal Blitalr terja llin sesuali denga ln taltal pemerintalhaln 

yalng berlalku, di malnal kegia ltaln dilalksalnalkaln dengaln merujuk pa lda l Renca lna l Kerjal Pemerintalh 

(RKP) sebalgali palndualn utalmal. RKP menja ldi da lsa lr balgi pemerintalh daleralh da llalm menyusun 

KUAL-PPA LS daln ALPBD, mencipta lkaln keralngkal kerja l ya lng ter-a lralh. Sela lin itu, pemerintalh jugal 

mengimplementalsika ln progralm Rencalnal Kerjal Jalngka l Menenga lh Dalera lh (RENJAL), yalng 

sendiri merujuk palda l Rencalna l Pembalngunaln Jalngkal Menenga lh Daleralh (RPJMD). RPJMD ini 

dibentuk berdalsalrkaln visi misi Kepalla l Dalera lh daln halrus terhubung denga ln Rencalnal 

Pemba lngunaln Ja lngkal Pa lnjalng Dalera lh (RPJPD) yalng mencalkup periode 20 ta lhun. Denga ln 

demikia ln, proses perencalnala ln kegialtaln daln keua lngaln dallalm alnggalraln pemerintalh Kota l Blitalr 

memperlihaltkaln prioritals yalng berbedal setialp talhunnya l, sesua li denga ln talhalpaln-talhalpa ln yalng 

telalh dia ltur seja lk alwa ll penyusunaln RENJA L. 
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Pelalksalnalaln ALnggalraln Terha ldalp Penyeralpaln ALnggalraln 

Pela lksa lnalaln alnggalraln di Kotal Blita lr memiliki dalmpa lk positif da ln signifika ln terhaldalp 

penyeralpaln alnggalraln. Ketika l alngga lraln dijallalnkaln denga ln efektif daln efisien, ha ll tersebut 

berkontribusi seca lral positif terhaldalp kema lmpualn orgalnisalsi alta lu entitals dalla lm menyera lp daln 

menggunalkaln alngga lraln yalng telalh diallokalsikaln. Proses pelalksalna laln yalng balik mencerminka ln 

keteralturaln daln keberhalsilaln dallalm implementa lsi rencalnal keualnga ln, sehinggal alngga lraln dalpalt 

dimalnfalaltkaln sesua li dengaln tujua ln yalng telalh diteta lpkaln.  

Penyera lpaln alnggalraln yalng positif beralrti balhwal da lnal yalng telalh diallokalsika ln benalr-

bena lr digunalkaln untuk mendukung kegia ltaln daln progralm yalng telalh direncalna lkaln, 

meningka ltkaln kinerja l orgalnisalsi, daln mencalpali halsil yalng diinginkaln sesua li dengaln rencalnal 

alngga lraln yalng telalh disusun. Dengaln demikia ln, efisiensi daln efektivita ls dallalm pela lksalnalaln 

progralm alta lu kegialtaln alkaln mendukung penyera lpaln alnggalraln yalng optimall, di malnal setialp 

dalna l yalng tela lh disedia lkaln diguna lkaln seca lral tepalt daln malksimall sesua li dengaln tujualn yalng 

telalh diteta lpkaln dallalm perenca lnalaln alnggalraln. 

Perenca lna laln ALnggalraln Terha ldalp Penyera lpaln ALnggalraln 

Perencalnala ln alnggalraln di Kota l Blitalr memiliki dalmpalk positif daln signifika ln terhaldalp 

penyeralpaln a lnggalraln. Dengaln a ldalnyal perencalnala ln alnggalraln yalng maltalng, pemerintalh Kotal 

Blitalr dalpalt dengaln lebih alkuralt mengidentifika lsi kebutuhaln daln priorita ls dalla lm setialp sektor 

altalu kegialtaln. Hall ini mencipta lkaln dalsalr yalng kokoh untuk pelalksalnalaln alnggalraln yalng 

optimall, di malna l setia lp dalnal yalng telalh dia llokalsika ln dalpalt dimalnfalaltkaln secalral tepalt gunal. 

Dalmpa lk positif tersebut terliha lt da llalm peningka ltaln efisiensi daln efektivitals pela lksalnalaln 

progralm-progralm kotal, sertal terca lpa linyal talrget penyera lpaln alngga lraln sesuali dengaln rencalnal 

yalng tela lh ditetalpka ln. Oleh ka lrena l itu, perencalnala ln alnggalraln ya lng balik di Kotal Blitalr 

berkontribusi seca lra l nyaltal terhaldalp kesuksesaln penyera lpaln alnggalraln yalng mendukung 

pembalngunaln daln kemaljualn kota l tersebut. 

 

KESIMPULA LN DA LN SA LRA LN 

Dilihalt dalri halsil penelitia ln yalng telalh dila lkukaln dalpalt di simpulkaln balhwal alnallisis  

penga lwa lsa ln keualngaln terhaldalp efektifita ls pengguna la ln  alnggalraln di Kotal Blitalr dallalm 

mereallisalsikaln ALPBD tergolong efektif ka lrena l dalpa lt dilihalt dalri ta lhun ke ta lhun memiliki 

peningkalta ln. Secalral keseluruha ln, balik pela lksalnala ln malupun perencalnala ln a lnggalraln di Kotal 

Blitalr memberikaln dalmpalk positif terhalda lp penyeralpaln alnggalraln. Ketera lturaln, keberha lsilaln 
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implementa lsi renca lna l keualnga ln, daln peningkaltaln efisiensi pelalksalna la ln progralm-progra lm kotal 

menciptalkaln dalsalr ya lng kokoh untuk kesuksesa ln penyera lpaln alnggalraln, yalng paldal giliralnnyal 

mendukung pemba lnguna ln daln kemaljua ln kota l tersebut.. 
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